
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI

MINYAK GORENG CURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga 

minyak goreng curah, serta keterjangkauan harga 

minyak goreng curah di tingkat konsumen, perlu 

menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng curah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Eceran 

Tertinggi Minyak Goreng Curah;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5360);
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4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang 

Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6442);

6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang 

Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok 

dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 

Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang 

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);

7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK GORENG 

CURAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Minyak Goreng Curah adalah minyak goreng sawit yang 

dijual kepada konsumen dalam kondisi tidak dikemas 

dan tidak memiliki label atau merek.
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2. Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah yang 

selanjutnya disebut HET Minyak Goreng Curah adalah 

harga jual tertinggi Minyak Goreng Curah kepada 

konsumen di pasar rakyat dan/atau tempat penjualan 

eceran lainnya.

3. Pengecer adalah pelaku usaha distribusi yang menjual 

Minyak Goreng Curah kepada konsumen.

4. Pengemas Minyak Goreng yang selanjutnya disebut 

Pengemas adalah orang perseorangan atau badan usaha 

yang berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan 

pembelian minyak goreng sawit untuk dikemas dan 

diperdagangkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perdagangan.

6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan 

Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

(1) Menteri menetapkan HET Minyak Goreng Curah sebesar 

Rpl4.000,00 (empat belas ribu rupiah) perliter atau 

Rpl5.500,00 (lima belas ribu lima ratus rupiah) 

perkilogram.

(2) HET Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) termasuk pajak pertambahan nilai sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Pengecer dalam melakukan penjualan Minyak Goreng 

Curah wajib mengikuti HET Minyak Goreng Curah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada konsumen.

(2) Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 

untuk masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil.

(3) Industri menengah dan industri besar, termasuk 

Pengemas, dilarang menggunakan Minyak Goreng Curah 

dengan HET Minyak Goreng Curah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1).
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Pasal 4

(1) Menteri berwenang melaksanakan pembinaan terhadap 

penerapan HET Minyak Goreng Curah.

(2) Pembinaan terhadap penerapan HET Minyak Goreng 

Curah yang dilaksanakan oleh Menteri sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Direktur 

Jenderal.

Pasal 5

(1) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(2) Industri menengah dan industri besar, termasuk Pengemas, 

yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (3) dikenai sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) berupa:

a. penghentian kegiatan sementara; dan/atau

b. pencabutan perizinan berusaha.

(4) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian 

kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a dilaksanakan oleh Menteri dan kepala daerah 

berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Menteri dalam pelaksanaan pengenaan sanksi

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 

memberikan mandat kepada Direktur Jenderal.

(6) Kepala daerah dalam pelaksanaan pengenaan sanksi 

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 

memberikan mandat kepada kepala dinas yang 

membidangi perdagangan.

(7) Sanksi administratif berupa pencabutan perizinan 

berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 

dilaksanakan oleh Lembaga Online Single Submission 

berdasarkan notifikasi dari Menteri atau kepala daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan 

mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha.
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Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2022 tentang 

Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 118), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 16 Maret 2022 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 16 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 283

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal 

Kementerian Perdagangan

SRI HARIYATI


